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Sebagai pelaksanaan Pasal 16A ayat (2)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah. 
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LATAR BELAKANG
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Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bagi

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya sebagai pemungut PPN.

Simplifikasi regulasi dengan menggabungkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan, 

yaitu:

1. PMK Nomor 85/PMK.03/2012 s.t.d.d. PMK Nomor 136/PMK.03/2012

tentang Penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau

PPN dan PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya; dan

2. PMK Nomor 37/PMK.03/2015

tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan 

Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan 

Pelaporannya.

TUJUAN



PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 

dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada pemungut PPN dipungut, disetor, 

dan dilaporkan oleh pemungut PPN.

Rekanan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau

JKP kepada pemungut PPN.

BARU

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut

PPN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, PPN atau

PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN 

yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
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PERLAKUAN PEMUNGUTAN



PEMUNGUT

BUMN

BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh 

Pemerintah setelah tanggal 1 April 2015, 

dan restrukturisasi tersebut dilakukan

melalui pengalihan saham milik negara 

kepada BUMN lainnya *)

Perusahaan tertentu yang dimiliki secara

langsung oleh BUMN, dengan kepemilikan

saham di atas 25% *)

*)

Ditetapkan dalam

KMK-30/KMK.03/2021
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BARU

Dalam hal perusahaan tidak lagi dimiliki

secara langsung oleh BUMN, perusahaan

dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai

pemungut PPN.
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PPN

PPnBM

10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Tarif yang berlaku x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

TARIF PEMUNGUTAN



Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau

PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai

sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, 

mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

Penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).

Penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi.

Jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan, tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN
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Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP 

dan/atau JKP kepada pemungut PPN.

Faktur Pajak harus dibuat pada saat:

o penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;

o penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan

pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau

sebelum penyerahan JKP; atau

o penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan

sebagian tahap pekerjaan.

Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

PEMBUATAN FAKTUR PAJAK OLEH REKANAN



KODE TRANSAKSI DALAM FAKTUR PAJAK

Pemungut PPN
PMK-8/2021

Selain Pemungut PPN
PMK-8/2021

REKANAN
(Penjual)

PEMUNGUT PPN
(Pembeli)

KODE TRANSAKSI
(Faktur Pajak)

Pemungut PPN
PMK-8/2021

Pemungut PPN
Selain PMK-8/2021

02/03

Dikecualikan dalam
PMK/ketentuan terkait *)

Tidak dikecualikan dalam
PMK/ketentuan terkait *)

Pemungut PPN
PMK-8/2021

Dikecualikan dalam
PMK-8/2021

Tidak dikecualikan
dalam PMK-8/2021

01

03

01
Pemungut PPN

PMK-8/2021

*) PMK-73/2010, PMK-166/2018, PMK-231/2019, PMK-89/2020, Kontrak Karya.

BARU01



Pemungutan PPN dilakukan pada saat yang bersamaan dengan saat

dibuatnya Faktur Pajak oleh rekanan.
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Pemungut PPN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah

dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi

lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, paling lama tanggal 15 (lima 

belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran

Pajak dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan:

o Nomor Pokok Wajib Pajak, nama, dan alamat rekanan pada kolom Nomor Pokok

Wajib Pajak, kolom nama, dan kolom alamat; dan

o kode dan nomor seri Faktur Pajak pada kolom uraian.

SAAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN



Pemungut PPN harus menyampaikan cetakan, salinan, atau fotokopi Surat 

Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat 

Setoran Pajak kepada rekanan.
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Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah

dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, paling lama pada 

akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.

SPT Masa PPN bagi pemungut PPN wajib dilampiri dengan Daftar Nominatif

Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang 

Disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

SAAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN



Format Daftar Nominatif

Faktur Pajak dan Surat 

Setoran Pajak atau Sarana 

Administrasi Lain yang 

Disamakan dengan Surat 

Setoran Pajak`
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DAFTAR NOMINATIF



Pemungut PPN tidak memenuhi ketentuan:

o pemungutan;

o penyetoran;

o pelaporan; dan/atau

o melampirkan daftar nominatif.

Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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SANKSI



PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA



Peraturan Menteri Keuangan Nomor

PMK-8/PMK.03/2021 berlaku pada tanggal

1 Februari 2021
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SAAT BERLAKU
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